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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan
yang bisa diambil yaitu Implementasi pelayanan perizinan berusaha
berbasis OSS-RBA di DPMPTSP Kota Tangerang sudah berjalan sesuai
dengan peraturan yang ditetapkan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2021 terkait pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko. Namun
memang ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk bisa menjaga
konsistensi dan stabilitas pelayanan perizinan berusaha berbasis OSS-RBA.
Penelitian ini memiliki fokus kepada beberapa aspek teori dan temuan data.
Data yang ditemukan berdasarkan hasil laporan dari DPMPTSP Kota
Tangerang tentang pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha berbasis
OSS-RBA. Terlihat dari segi efisiensi tentunya memiliki peningkatan, hal
ini linear dengan tren realisasi investasi di kota Tangerang yang terus

meningkat setiap tahunnya.

Berkaca pada ruang lingkup DPMPTSP Kota Tangerang, data yang
ditemukan diperkuat dengan teori 4 ketepatan implementasi, yaitu:
Ketepatan Kebijakan, Ketepatan pelaksanaan, Ketepatan Target, serta
Ketepatan Lingkungan. Dari 4 aspek ketepatan implementasi kebijakan ini
dilakukan kajian yang lebih jauh serta didukung oleh dokumen, observasi,
dan wawancara. Kajian yang dilakukan memberikan hasil bahwa kebijakan
pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha berbasis OSS-RBA sudah tepat
dan sesuai tujuan awal dari peraturan tersebut yaitu kemudahan berinvestasi,
namun memang perlu adanya peningkatan serta konsistensi dalam kebijakan
tersebut. Hal tersebut berdasarkan beberapa kendala yang ada, berikut

penjelasannya:

75



Ketepatan Kebijakan

Kebijakan terkait pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha
berbasis OSS-RBA ini sudah jelas menyampaikan tujuan dari
kebijakan ini adalah untuk menciptakan kemudahan investasi yang
dibangun dari beberapa aspek seperti pengintegrasian proses
perizinan, serta transparansi proses perizinan karena masyarakat
bisa melakukannya dari mana saja dan kapan saja. Berkaca dari
keadaan sebelum adanya sistem OSS-RBA ini para pelaku usaha
harus mendatangi DPMPTSP Kota Tangerang, serta banyaknya
pungli-pungli yang beredar untuk para pelaku usaha mendapatkan
izin berusaha. Keadaan saat ini juga sebenarnya belum sepenuhnya
menghapuskan praktik calo dan pungli, tetapi kesempatan untuk
masyarakat mengakses perizinan berusaha secara mandiri sudah
terbuka lebih lebar. Proses transisi dari sebelum adanya OSS-RBA
hingga saat ini juga masih terus berjalan, maka dari itu DPMPTSP
Kota Tangernang terus menggencarkan sosialisasi dan pelatihan
untuk pegawai dan juga masyarakatya untuk mencapai tujuan
kemudahan berusaha secara sempurna.
Ketepatan Pelaksanaan

Dari sisi ketepatan pelaksanaan, ditemukan adanya beberapa
detail yang memang perlu ditingkatan. Program-program jemput
bola kepada pelaku usaha harus bisa direncanakan sebaik mungkin,
sosialisasi terhadap pelaku usaha akan pentingnya perizinan
berusaha harus lebih digencarkan. Keadaan yang sudah berjalan saat
ini harus bisa ditingkatkan terutama dari segi kesadaran masyarakat
dan pola komunikasi yang dibangun oleh DPMPTSP Kota
Tangerang.
Ketepatan Target

Dalam proses implementasi kebijakan tentunya target

menjadi pertimbangan utama dari para pembuat kebijakan untuk
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B. Saran

bisa menentukan bagaimana baiknya sebuah kebijakan di
implementasikan. Termasuk juga dengan kebijakan OSS-RBA ini
yang menargetkan semua pelaku usaha, dengan dibagi beberapa
tingkat risiko. DPMPTSP Kota Tangerang juga berusaha untuk terus
mengedukasi para target kebijakan OSS-RBA ini, terutama untuk
pelaku usaha UMKM yang sebagian masih belum terlalu adaptasi
dengan digitalisasi birokrasi. Tugas yang lumayan berat untuk
DPMPTSP Kota Tangerang, karena harus membangun kesadaran
masyarakat dulu terkait perizinan berusaha setelah itu mereka harus
bisa mengajarkan sistem digitalisasi terkait perizinan berusaha.
Ketepatan Lingkungan

Lingkungan kebijakan dari kebijakan OSS-RBA sangat
mendukung implementasi kebijakan ini untuk berjalan lancar. Kedua
lingkungan, yaitu lingkungan internal dan eksternal memiliki
kesamaan tujuan untuk bisa menjalankan kebijakan ini dengan baik.
Lingkungan internal dari kebijakan ini yaitu para pimpinan dan
pegawai staff pelaksana di DPMPTSP Kota Tangerang memiliki
komitmen kuat untuk bisa bekerja sama mewujudkan pelayanan
perizinan berusaha yang efektif serta memudahkan masyarakat.
Sedangkan untuk kondisi lingkungan eksternal dari kebijakan ini
juga memiliki respon positif untuk mendukung jalannya kebijakan
OSS-RBA ini, pelatihan yang rutin diadakan oleh DPMPTSP Kota
Tangerang serta BKPM RI menunjukan komitmen yang kuat untuk
terus meningkatkan sistem dan pelaksanaan kebijakan OSS-RBA

ini.

Berdasarkan permaslahan yang telah ditemukan dalam proses

penelitian oleh peneliti terkait kebijakan pelaksanaan pelayanan perizinan

berusaha berbasis OSS-RBA di DPMPTSP Kota Tangerang maka terdapat

beberapa rekomendasi sebagai penyempurnaan dan peningkatan yang perlu
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dilakukan. Berikut adalah rekomendasi untuk implementasi kebijakan OSS-
RBA oleh DPMPTSP Kota Tangerang :
1. Ketepatan Kebijakan
DPMPTSP Kota Tangerang bisa melakukan koordinasi
dengan dinas atau instansi terkait untuk memperkuat sistem dan
aplikasi OSS-RBA. Kestabilan aplikasi akan mendorong
kelancaran pelayanan perizinan berusaha yang sudah terintegrasi
ini. Untuk menciptakan aplikasi yang lebih stabil, pthak DPMPTSP
Kota Tangerang bisa mengeluarkan aturan turunan yang
menjelaskan terkait penetapan tim khusus terkait OSS-RBA.
Aturan dukungan ini penting dibuat, untuk bisa menjaga kebijakan
ini bisa diawasi. DPMPTSP Kota Tangerang juga perlu untuk lebih
vokal dalam menyampaikan keluhan mereka seperti terkadang
pembaharuan terkait sistem OSS-RBA tidak disosialisasikan
terlebih dahulu ke mereka.
2. Ketepatan Pelaksanaan
DPMPTSP Kota Tangerang harus memiliki sistem pendataan
terkait pelayanan perizinan berusaha berbasis OSS-RBA.
Pendataan ini memiliki bentuk seperti sistem manajemen
pengetahuan, yang mana bisa berguna untuk evaluasi dan berbagai
pengetahuan antar pegawai di DPMPTSP Kota Tangerang terkait
perizinan berusaha berbasis OSS-RBA. Proses evaluasi harus
dibuat dengan jelas, agar kekurangan dalam pelayanan jangan terus
berulang. Hal ini juga akan mendorong ide-ide inovasi yang
berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha OSS-
RBA.
3. Ketepatan Target
DPMPTSP Kota Tangerang bisa melakukan beberapa upaya
yaitu secara rutin dan terjadwal untuk bisa berkoordinasi dengan

instansi seperti kecematan atau kelurahan. Penguatan koordinasi

78



dengan instansi seperti kecamatan dan kelurahan membuat adanya
tambahan aktor dan keterlibatan baru untuk bisa mendorong
sosialisasi kepada para pelaku usaha UMKM yang terkadang tidak
tersentuh oleh instansi DPMPTSP Kota Tangerang.
4. Ketepatan Lingkungan
DPMPTSP Kota Tangerang sejauh ini sudah mampu dan
memiliki lingkungan yang saling mendukung untuk kebijakan ini.

Upaya-upaya seperti sidak pasar dan rutin membuka booth

pelayanan di beberapa acara besar di Kota Tangerang harus

dipertahankan. Inovasi-inovasi sosialisasi terkait pentingnya
perizinan berusaha harus terus dikembangkan, DPMPTSP Kota

Tangerang juga harus bisa lebih jeli untuk meraih masyarakat yang

masih kesulitan mengakses sosial media.Keberhasilan DPMPTSP

Kota Tangerang untuk bisa mensosialisasikan betapa pentingnya

perizinan berusaha merupakan kunci untuk bisa mendorong

implementasi pelayanan perizinan berusaha berbasis OSS-RBA
lebih efektif dan sesuai target.

Penelitian yang dilakukan terkait implementasi pelayanan perizinan
berusaha berbasis OSS-RBA ini hanya dilakukan pada ruang lingkup
DPMPTSP Kota Tangerang dengan teori Implementasi Richard E. Matland.
Peneliti tentunya juga menyadari bahwa masih perlu adanya penelitian
mendalam yang memiliki ruang lingkup lebih luas yaitu dari BKPM RI serta
beberapa instansi lain seperti Disperindagkop atau kecamatan dan
kelurahan. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih dalam
terkait implementasi pelayanan perizinan berusaha berbasis OSS-RBA ini.
Informasi tersebut bisa menjadi informasi bagi pembuat kebijakan untuk
mengetahui apa saja yang masih menjadi kekurangan di beberapa sektor dan
apa yang masih bisa ditingkatkan untuk mendukung pemerataan
kepemilikan perizinan berusaha dari lingkup pelaku usaha paling kecil

sekalipun
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